PERBEKEL DESA PUNGGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

i LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA PUNGGUL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerzh
Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa,
Perbekel wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Semester Akhir;

b.  bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahasdan disepakati bersama
BAdan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa
Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi
Pelaksanaan APBDES Semester Akhir menjadi Peraturan Desa
Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDES Semester Akhir Tahun Anggaran 2018;

Mengingat 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I dalam Wilayah Tingkat I Bali Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
i setelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

B 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
i Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan
£ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

i
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lentang Peraturan
Pelaksanaan Und;nqz-Und:lnu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 5049);

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 lentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun
2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor
01/SKB/M.PPN/12/2017;

Peraturan LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tatacara
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;,

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa bersumber dari
Pajak Daeah dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung;

Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman
Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Badung;

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Besaran
Penghasilan Tetap Perbekel Dan Perangkat Desa;

Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran
Tunjangan kepada Perbekel dan Perangkat Desa:

Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tatacara
Pengalokasian Dana Desa kepada Desa;

Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
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<1 Peraturan Bupatt Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tatacara
Pengaloknsian Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,
Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2017 tentany, Program
Jamman Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perbekel, Perangkat Desa,
Staf’ Desa, Tenaga Pendukung Propram  Pembangunan - Din
Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Pengelola Badan Usaha
Milik Desa;

Keputusan  Bupati Badung Nomor 1141/03/HK/2017 Tentang
Penetapan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Badung Untuk Keperluan Pengadaan Tahun Anggaran
2018,

Keputusan Bupati Badung Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Perjalanan Dinas;

Keputusan Bupati Badung Nomor 1292/03/HK/2010 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Peraturan Desa dan
Peraturan Perbekel kepada Sekretaris Desa;

Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)
Punggul Periode 2014-2020;

Peraturan Desa Punggul Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2019;

Peraturan Desa Punggul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Desa Punggul Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019,

Surat Keputusan Perbekel Nomor 2 Tahun 2018 Tentang BPJS
Ketenagakerjaan.
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35.
36.

37.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) dan PERBEKEL

MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2019.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Rp. 12.048.897.568,00
Realisasi Rp. 11.269.900.197,02
Berkurang Rp. (778.997.390,98)

2. Belanja Desa Rp. 12.321.963.689,91

Realisasi Belanja :
a. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Rp. 2.828.084.746,84
b. Bidang Pembangunan Rp. 2.847.632.310,00
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ~ Rp. 4.292.553.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ~ Rp.  202.620.300,00
e. Bidang Tidak Terduga Rp 0,00
Jumlah Realisasi Belanja Rp. 10.170.890.606,84
Belanja (Berlebih) Rp. 2.151.073.083,07
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3. Pembiayaan Desa

(
2. Penerimaan Pembiayaan Rp. 273'066']?]’;]]
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 273.066.1 o
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. ’

Selisih anggaran dan realisasi belanja dengan rincian sebagal
berikut:

a. Realisasi Pendapatan (Berkurang) Rp.(  778.997.370,98)
b. Realisasi Belanja Rp. 2.151.073.7]2,@3_
Sisa Lebih/Silpa Rp. 1.372.075.712,09

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan rincian
tersebut di atas terdapat sisa lebib/silpa sebesar Rp.
1.372.075.712,09 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta

Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah Sembilan
Sen).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan
Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan agar setiap
orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa,
dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan,

KAF LANANG OKA
DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 01
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LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PUNGGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

ANGGARAN REALISAS!  LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
NDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 16.625.500,00 16.625.500,00 0,00
Pendapatan Transfer 12.020.272.068,00 11.230.050.522,00  790.221.546,00
Dana Desa

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Provinsi
Pendapatan Lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN
ELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1.140.862.000,00
9.520.547.892,00
858.862.176,00
500.000.000,00
12.000.000,00

1.140.862.000,00 0,00
8.794.396.342,00 726.151.550,00
794.792.180,00 64.069.996,00
500.000.000,00 0,00

23.224.175,02 11.224.175,02

12.048.897.568,00

11.269.900.197,02  778.897.370,98

3.291.307.860,00

2.828.084.746,84  463.223.113,16

3.452.665.863,94  2.847.632.31 0,00 605.033.553,94
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 5.291.794.790,00  4.292.553.250,00 999.241.540,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 252.484.500,00 202.620.300,00 49.864.200,00
3g£gssiiNgg§AGUMNGAN BENCANA, DARURAT DAN 33.710.675,97 0,00 33.710.675,97
JUMLAH BELANJA 12.321.963.689,91 10.170.890.606,84 2.151 073.083,07
SURPLUS / (DEFISIT) (273.066.121,91) 1.099.009.590,18 (1.372.075.712,09)
'EMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 273.066.121,91 273.066.121,91 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 27306612191 273.066.121,01 \ooo
JILPA/SILPA TAHUN BERJALAN 000 _ 137207571209 (1.372.075.712,09)
ihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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PERBEKEL PUNGGuUL
KABUP:\TEN BADUNG

PERATURAN DESA py

NGGUL
NOMOR 03 TAHUN

2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERIN

TAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang :

g Nomor
Tentang Upaya Pencegahan Penvebaran
ase 2019 (COVID-19) angka 5 huruf d
' Edaran Menter Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8
Tanggap Covid-19 dan
Desa dan Surat Menteri

Dalam Negeri Nomor 440/2703/34 prihal : Penanggulangan

Dampak COVID-19 gj Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimang dimaksud
dalam huryf diatas maka perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Perubahan Atas Peratur
Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Degg (RKP Desa) Tahun
2020;

Mengingat © 1. Pasal 18 Ayat (6) Undan
Indonesia Tahun 1945;
Undang~Undang Nomor

g Undang Dasar Negara Republik

tentang
Wilayah
Bali, Nusa Tenggara Barat dan
(Lembaran Negara Republik
mor 122, Tambahan Lembar
Nomor 1655),

28 Tahun 1999 tentang
ang Bersih dan Bebas d

Indonesia Tahun 1958 No
Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor

an

ari

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambah

an
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
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Und;m;:-Un«l.-m_u'_

i )esil
L N”mm O Tahun 2014 tentang | 101
o ,»:fh‘“l.m Negara Republi Indonesia Tahun 2014 NoI or
f Tambahan Lemly, . win Norr

S Hmbaran e ara Republik Indonesi

5495). S
U”dnnp"U”d““B Nomor 93 Tahun 2014  tentang
Pemering ' »epublik
' 'al'lan Daerap ( Lembaran Negara Repub
ndonesia Tapyp, 2014 Nomgr 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoneg;j

. a Nomor 5587 ) sebagaimana
telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-
2015 tentang Perubahan Kedua
Mor 23 Tahaun 2014 tentang

Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesig Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti

Atas Undang-Undang No
Pemerintahan Daerah

: : Ancaman Yang Membahayakan
erekonomian Nasiona] dan/atay Stabilitas  Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

Peraturan Pemerintah Nomor

Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Degg ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
dirubah beberapa kajj terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

43 Tahun 2014 tentang

Virus Disease 2019 (COVID—19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pembangunan Dega ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );

Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );

Dipindai dengan CamScanner
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gan Peraturan
Omor 9 Tahun 2017 Tentang
Daerah Kabupaten Badung
ang Rencana Pembangunan
mesta Berencana Kabupaten

omor 28 Tahun 2019 Tent

ang
Daerah Tahun 2020 (B

erita

ang
ahun 2015
gah Desa (

un 2019 tep
ahun 2020 (
16)

tang
Lembaran

esepakatan Bersama
AWARATAN DESA (

BPD ) PUNGUL,

PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN -

PERATURAN DESA NOMOR
PERUBAHAN ATAS PERATUR
2019 TENTANG RENCANA
TAHUN ANGGARAN 2020

03 TAHUN 2020 TENTANG
AN DESA NOMOR 16 TAHUN
KERJA PEMERINTAH DESA
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Dalam p
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10.

11

HAR |
KE ENTUAN Ui
Masal |

Craturan [y,

, i yang dimalksud dengan
Desa adala} Dex

1
2 ¢ n fariacmal,
r S Punggul, Kecamatan  Abiansen
]\”"Upﬂt«:n Hadum',
Kepala Desgg adalah Perbeke] p

' V ungpul.
l(.menntuhan Desa adalah

) penyelenggaraan  urusan
Pemerintahan dan kcpcnting;m masyarakat setempat
dalam sjstem pemerintahan Negara Kesatuan Repuhlik
Indonesig.

Pemerintah Desa adalah Perbeke] dibantu Perangkat Desa
sebagai unsyr penyelenggar

a Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawarata.n Desa yang selanjutnya disinglkat
BPD  adalan lembaga Yang  melaksanakan fungsi
tanya merupakan wakil dari

. an keterwakilan wilayah dan
dltetapkan secara demokratis.

dan Belanja Desa, swadaya

masyarakat Desa, dan/atay Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.
Kewenangan Desa adalah kewenangan y

ang dimiliki Degg
meliputi kewenangan dibidang

an prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka wakty 6 (enam) tahun.
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. o oteat RKP
12, I\‘(\n«‘unu Kerjao l‘«'mm-i,-.;;,], Dena, selanjutnya (’lf;lll],l..lll o
Desy adalah [N‘Hj;lhur;”. dari RPJM Desa untuk jang
wakty ) (satu) tahun
. Jesa
13. Daflar Usulan RKp Desy adalah penjabaran RPJM (W] ]
yang menjadj bagian dari RKP Desa untuk jangka "'"“Lml
Qr r 1 i cepada
(satu) tahup Yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepac
Pemerintah Daerah melalui - mekanisme Perencanaan
Pombungu nan Daerah,
BAB ||
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
Pasal 2
1.

untuk jangka waktu 1 (

berpedoman pada Renc

Strategis Kabupaten

Pemerintah Daerah,
2, Sistematika RKP De

sebagai berikut

BAB . PENDAHULUAN

BAB 1I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KUANGAN DESA
BAB III. EVALUASI

Satu) tahun yang disusun dengan
ana Kerja Pemerintah dan program
Badung yang ditetapkan oleh

sa Tahun Anggaran 2020 disusun

PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM
PEMBANGUNAN
BAB. V. PENUTUP
LAMPIRAN

3. RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Dokumen RKP Desa Perubahan Tahun 2020 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk pedoman
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020;

Dipindai dengan CamScanner
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Uberlaky pada tanggal ditetapkan
’ . tahkan
Agar Seliap Orang nv;n;u:lahlﬂny«'!. s
Pengundangan Peraturan
dals

Desy  inj dengan penempatannyé
M Lembaran Desg Punggul,

Ditetapkan gj Punggul
Pada tanggs) g April 2020
PERBEKYL PuNGGUL,
| NN, B .

KADEKSI/KARMA

Diundangkan di Pun

ggul
Pada tanggal 9 Apri 2020
; BRUPATE SN
SEKRETARIS. [ A PUNGGUL,
(31 !
:‘l\:\%-' K\ & /7
\v'iz.\ o4
[ GYSTly "LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 03.
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PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 17 TENTAN

1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGU L,
Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Badung Nomor
206 Tahun 2020 Tentang Upava Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) angka 5 huruf d;
b.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul
Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tent
Daerah-Daerah Tk.Il dalam Wilavah D
Bali, Nusa Tenggara Barat dan  Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara lft'Pu})l|1~;
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

ang Pembentukan
aerah-Daerah Tingkat |

o

Tambahan
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11.

12,

13.

14.

Peraturan peppec ' |
. turan Pun('nntah Pengganti U“diU“l‘U”d’"'"m{ SogKS S
anun 209 » (ebij eua .
8 gjll 2020 Tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitgg Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corong Virus  Djge V

Ram, ase 2019 (COVID-9) dan/atau Dalam
angka Ncnghadapi Ancaman Yang Membahayakan
1an Nasiong] dan/atay Stabilitas Sistem Keuangan

L a g '
Lcmb‘.ran Negara Republik Indonesia Tahyp 2020 Nomor 87)
Craturan €merintgh Nomor

o

Pcrel\'onom

43 Tahun 2014 tentang
Undang Nomor 6 Tahun 2014
€gara Republik Indonesia Tahun
ahan Lembaran Negara Republik

Nomor 41 Tambahan
fmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
€Putusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Co i 0
(COVID-19);

Negara Republik Indonesia Tahyp 201
Peraturan Menteri Desa, P

Transmigrasi Republik |

, Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Degy Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahyn 2019 Nomor 1012);
Peraturan Daerah Kaby

Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang

sa (Berita Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2019 Nomor 30);

Keputusan Bupati Badung Nomor 104
Penetapan Status Siaga Bencan
Kabupaten Badung;

Peraturan Desa Punggul Nomor 02

Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pung
02);

/056 /HK /2020 Tentang
a Akibat Virus Corona di

Tahun 2018 tentang
gul Tahun 2018 Nomor

Dipindai dengan CamScanner
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Dengan Kenepakatan Dersama
PEFBIEL o i,
i

BADAN I'I'.l-'Mllf'.Y/\W/\l-‘/\'l'/\N DIESA

MEMUTUS AN
lenetapkan — PERATURA PUNGa,
PERATURAN ESA oMo
PENDAPATAR )5 BELANIA [
2020 8 RREA

V2 TENTANG ANGGARAN
PUNGGUL TAHUN ANGOARAN

TENTANG  PERULAL IAN  ATAY

Pinal
Ketentuan Lampiran I’«*mlur:m Dy

lentang Anggaran Pendapanan, d
2020 (Berita Desa T

Punggul Nomor 17
an Belanjy e
ahun 201q Nomoy 1) 1

Tahun 2019
s Punggul Tahun Anpparan

ngenad Bidang, sub H‘ulmw”
Obyek Belanj

a dan Rincigy, Obyek belann pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 20y diubah  gehinggq berbunyi

tercantum dalam Lampiy merupak

sebagaimang
an yang

an bagian yang tidak terpisahkan
darn Peraturan Desa inj,

Pasal 1]
Peraturan Desa ini muly; berlak

U pada tangga) diundangkan.
apat mengetahuiny
Peraturan Desa ini deng;

Apgar seuap orang d 4 memenntahkan peng

M penempatannya dalam Lembaran Dega Punggul,

undanpan

Ditetapkan di Punggul
pada tangga) 13 April 2020
PERBEK pE-piuG UL,

L D)
o did B
KADEX SURARMA
Uiundangkan dy Punggul
Patdgtanggal 13 April 2020
Sekretans Desa '
2
|
{

) . i.,(b\/\.
| w‘?&s&iukm LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMO

AOR 04

Dipindai dengan CamScanner
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Menimbang

Mengingat

KTUR ORGANISASI D

o

AT “
KABI 'PATEN BADUNG

PER:\IL'R,\N DI

SA PUNGGUL
NOMOR

06 TAHUN 2020
TENTANG

ANTATA KERJA PEME
AHM

RINTAH DESA PUNGGUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

PERBEKEL PUNGGUL

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Tingkat 1] 4

alam Wilayah Daerah - daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Le
Indonesia Tahup 1958 N

mbaran Negara Republik

omor 122, Tambahan Lembarap Negara Republik

Indonesia Nomgr 1655)

Undang-Undang N
Republik Indonesia Tahun 2014
Republik Indonesia Nomgr 5495)

Peraturan Pemerin

omor 6 Tahun 2014 tentang Degy (Lembaran Negara
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

tah Republik Indone

sia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desy
{Lemberan Negara Republik Indonesia Tehun 2011 Ng

Lembaran Neg
diubah dengan
Perubahan Atag

ara Republik Indon , sebagaimana telah
Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Ta

ahun 2014 tentang

g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran

Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tamhahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 571 7),

Peraturan Mentr Dalam Negeri Nomo
Penyusunan dan Penday
Peraturan Mentri Dalam
Teknis Peraturan dj Desa;
Peraturan Mentri Da

lam Negeri Nomor
Organisasi dan Tata

84 Tahun 2015 tentang Susunan
Kerja Pemerintah Desa

]

Dipindai dengan CamScanner
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gr Orpanisa
"L’r;nluwn I Strukty

, lentang!
dan T PN Badunp Nomor 4 I tahun 2016, tentan|
2 - AUa K fa iwu\..-nm.xh Desn wane Penetapan
“Taturan [y, rah K ) A O Tahun 2015 tentan hahan
desa I Kabupaten Badung Nomaor an 10, Tamband!
¥ . l ¢ Nomi {
Lemp CMbaray Dacrah Nabupaten Badung Tahun 2015 Nomo
ary - :
0 deratyr lil\ Dacral }\.Il?ll’\lngn Badung Nomaor 7). PR
l'\:ml\~ '\ ]).IL‘I.Ih }\”“UP.‘\lv\:n “:uhml: Nomor | Tahun 2016 L»yl m:'
_ Chitukap Prodak Huk ) Dae Kabupaten Badung
Fahup N6 i Ukum Degy Lembaran Daerah Kabuj Radung
\ - INO - . , vl 2 ¢
Ymor |). e 1, Fambahgn Lembaran Daerah Kabupaten

BADAN P[gg,:;ﬁn‘n ’Kcsgpukalun Bersamg
SYAw, ATAN DESA PUNGGUL
Mcncmpkan = MEMUTUSKAN
PE{QATURAN DESA PUN :
TATA KER_IA PEME IN GE{‘é)IiT[:

. NTANG STRUKTUR ORGANISAS] DAN
TAH DEgA.

" Yang dimaksyq dengan:
uesaia‘daian Desa Punggy; sei
memiliki baag h yar
‘“Pentingan 1y,
tradisiong|

I Ndonesia:

. anjutnya disebyr Desa
Wilayah yang berw :

Syarakat Setempat
Yang diakyj dq

enang w2 adaiah kesapygy Masyarakat huicum yang
berdasarkan k l::ngatur dan menguryg urusan Pemerintahan,
sl:)isz:e arsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atay hak

M Pemerintahgy, Negara Kesatyan Republik

o

* Nepala Desy yang scianjuinya disebui Perbekel adaiaf
mempunyaj Wewenang, tugas dap kewajiban untuk menyelengoarakan ruma
dan melaksanakan tugas dar; Pemerintah dap Pemerintah py

E—

5. Badan Permusyawaratan Desa atay yang disebyt dengan namg lain, yang selanjutnya disepyg
BPD ada]all lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari pendudyk Desa berdasarkan keterwakilan wilaya i

Peraturan dj Desa adalah Peraturan i
Desa dan Peraturan Kepala Desa;

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan y

ang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
= I} O S £ RS, vl 4l l.‘_~-...- NN,
Utaiias Uaiti Ulb\-’})dl\all LCISaitia DI L,

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua

atau lebih Kepala
Desa dan bersifat mengatur;

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat
mengatur

10. Keputusan Perbekel adalah penctapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;

['1. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk meng:e;a{;;:}:
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang e
tinggi;

i ita Desa;
12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Beri

Dipindai dengan CamScanner



Nlang g mengetahin
- - | ) untik e 1
“:‘”\Immr o o nekapian dan Pemtiann l"til.l"ll‘ Peraturan dr et (anuan yang [iehth
AN dengy DR
lm,h\'y Hhpa “"“ Wingap W dan‘atay Peratran Perundang-undan
M
ul\‘n(-m.. i
angan \l\‘””; N ) , ‘r!;“'l"ﬂfly
*CNkungg, antay M hep Minpan m adalah kebijakan yany menychabkan 1ef publi
u‘:‘}!;\n)’smn\. cm\\l\\”i"l Masyaraky ‘Crpangpunya  akses terhudap  pelayanan ll.l tul
. Nt , ' ‘ dan
nk”l"“k;”kn” k\“k‘.'”“.\” (Llll l‘\\.‘lL‘[Ul‘.HI !””‘”", l‘\.“,;“”v;v””'“] l_'.‘,"hl'.”l L[(HH:HI] A] )
L‘l‘n‘rk‘:l\u;m.l;lu -un:t:nnklall:"‘ Masvargky danvatau diskrimimae tethadap suky, agama da
15 g, CEAE g ongan, dyy 'ende
T Strukgy, Oy gEncer,
. Linmiggg, dan 1 L 8
“alam por AN g g, Ilnlnl Kerj Pemenngal Desa Adatah satu sistem dalam kelembagaan
=i NESEsery by
g ! mnean ke
BAB )
ORG SAS] pr: :
R(:ANI.\/\Sl PEMERINT AH DESA
. Bagian Keggy,, i
Strukyy Organisgs;
] Pasal 2
- Pemerip,
Mahan Degy gie
) pes - Desy dlsdcnggarakan oleh Pemeringy) Deg i ' Iputi
ekl mcnyclcnugamkr - 4h Desa Jenjg Peraturan di desy meliputi:
Pcmnpkat Docy. 8 4N Pemeringahyp Desa sebapgipa - '
} : = TABImana dimak gy ayat (1) dibantu oleh
o Perangkat Decy o i i
i esa SLbagalmana dimaksyq Pada ayay ( 2) terdirj gy
a. Sckrclanal Desa: o
! claksang Teknis; dan
C. Pelaksan, chilayahan
Pasaj 3
I, Sekretari i i
: 1at Deg; '
Wt sa sebagaimang dimaksyg dalam Pasq| 2, ayat (3) huruf 5 dipimpin oleh Sekretar
N dibanty oleh unsur Staf sekretariat, PR leh Sekretari
o] Ty - 2lena o : : ]
< Unsug Staf St.'ru\.‘l.anm Desa SChagaimang dimaksyg
sebagaimang berikut :

Tads ~eend (1Y 4any: . :
pada ayaq W) Rrdin dag i

. Kepala Urusan Tata

Usaha dan Umum,
Kepala Urusan Keu

angan; dan

3
Rl
¢. Kepala Urusan Perencanaan
la
3. Kepaia Urusan sebagaimang dimaksugd Pada ayat 2) masing — masing dapat dibantu ojeh Staf ]

Pasal 4
(1) Pelaksana teknis sebag;

aimana dimaksud dalam Pasa] 2
peinbaiitu Perbekel scha

Gat el TP T S
Bal pPllanSaiia tusaa tCl\lllb.

ayat (3) huruf p merupakan unsyr

agaimana dimaksud pada ayat (1) terdirj dari seks; dengan ketentyan sebagai
berikut :
a. Kepala Seksi Pemerintahan
0. Kepaia Seksi Kesejahieraan
. Kepala Seksi Pelayanan

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing — masing dapat dibantu olch Staf.

Pagal 5
(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3) huruf ¢ merupakan unsur
pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan

(2) Satuan Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banjar Dinas,
(3)

ine divimpia olell Kelian
1nas i OiCi Nehia
i limaksud pada ayai (2) tasiy — asiig dipip
yai Dinas scbapainang ansud pada ayai (2)
atlje ¢ matta auial pit
Bajar Dinas scbagai
Banjar Dinas.

Dipindai dengan CamScanner



BagianKedua
Pasal 6
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

PERBEKEL ¢ BPD
KadekSukarma, S.Kom J‘
SEKRETARIS DESA
I Gst. Ngr. Lanang Oka, ST
KAUR TATA USAHA KAUR
DAN UMUM KAUR KEUANGAN PERENCANAAN
Se— | L I Made Suwija Ni Putu Legiani Ida Ayu Wahvyundari
pl\[:P{\‘l,!\ E:‘sEKSl KEPALA SEKSI KEPALA SEKS]
EMERINTAHAN KESEJAHTERAAN PELAYANAN

I NvomanCatra

I Gst. Pt. Gd. Susana

1 Gst. A. RaiSuastini

— )
—_—

NELTAN BANJAR
DINAS TECUAN

i,_
{__ I Nyvm. Suksdiana

[

KELIAN BANJAR
DINAS PADANG

1 Made Suparna

KELIAN BANJAR
DINAS TENGAH

I Made Wardana

KELIAN BANJAR
DINAS TRINADI

L 1 Gst. Ixt. RaiSuarta

KELIAN BANJAR
D'NAS KELODAN

1 Gst. Made Sudika

Dipindai dengan CamScanner
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arapraf |
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n Fungpy,
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1 afaall
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Pasal §

aneunan,
Desa, melaksanakan pembanguni
drakay
S sehagaimang dimaksud pag, ayat (1), Perbekel memiliki fungs!
.

cnyelcnggaraun p

. cmerintah
A praja Pepe

| an Desg, sepert -
Mntahan:

b, Melaksanakan .pcmbangur.lan, seperti Pembangunan  sarang Prasarana  perdesaan. dan

pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, )

. Pembinagp kemasyarakalan, seperti pelaksanaan
Mmasyarakat, sosja] buday

d. Pemberdayaan Masyarakat, se
budaya, ekonomi, politik,
karang tarung,

seperti Wgas sosiaiisasi g Vasi masyarakar (i bidang
lingkungan hidup, pemberdayaamn

kcluargu, olah raga, dan

(¢

Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya,

alam melaksanakan tugas dan fungs; sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perbekel berwenang -
Memimpin penyelenggaraan pemcrintahan desa:
Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
b.demegang kekuacann pengelolaan kewanoan dan aseet deca:
Menetapkan peraturan desa;
Menetapkan peraturan desa;
Membina kehidupan masyarakat desa;
Membina ketentraman dan ketertiban masyarak
Membina dan meningkatkan perekonomi
perekonomian skala produktif untuk sebes
Mengembangkan sumber pendapatan desa;
Mengusulkan dan menerima pelimpahan  sebagian kekayaan Negara guna  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa;
Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa X
Memanfaatkan teknologi tepat guna;

- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atay menun;

sesuat dengan ketentuan peraturan perundang — undangan,
Melaksanakan wew

at desa;

an desa serta serta mengintegrasikan
ar besarny;

agar mencapai
a kemakmuran masyarak

at desa

uk kuasa hukum untuk mewakilinya
dan
enang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Dipindai dengan CamScanner
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) makang | A Peplyeg Al byt |
Tunypy, g Sebagaimgn, AR pemerinthan
: Mana yan, Al .
f H i Ay ! Al
‘l " l"l"" avinl (I} i "Il s ‘i U D AR R Rl

an upye
' N Ketatggantyo
. Mausahing, SEPCTU Lty ) b, adiming gy ' e
h M 8 AT Surad e nyuratl, arstp
¢l {
leul\.m Urusan gy, s¢

W g I Penafnn . ,

I ek Qcsa dap l'ml‘l), Peniting, iy, Perangkat desa, 1y nycdian prasaran:

Xeadan. » s Eoopen (AT . ‘ i i

Petadangy, dinas, dayy pelavans Peny i Tipal, Pengadministinag oo inventarisasi
Jayanan Ui, et :

L' ‘1l o,
MLL{xkx.umkun urusan ke,
Sumbger ' T pendan,
admin H'suml)u Pendapatan benpeluarn
) IStras penphasilan Perbekel : )
Pemeriniahay desa lainnya, dan ‘

MEan sepe . )

L SR pengrungay, adminis s kewanpan, administrasi
¥ vertikast adminisyye, keuanpan, dan
Cranghkay Desa, BID, Lembaga  lembagpa
A Meiaksanai:

bcltm'.. il\.ln urus.m Perencanaan seper menyusun renes 1
o anja desa, menginventarisiy daty data dalam I n“ll« i
” e ass ‘ ¢ "I ’.' C
omtoring dan evaluasi Program, sergy Penyusunan Lapory, o
sun; an,

an pendapatan dan
mbangunan, melakukan

Parapraf 3
Kepala Urugay

Pasal 172

Kepala Urusan berkedudukan sebagai ungyr staf Sckretariat Degy

“asai i3

(1) Kepala Urusan bertugas membanty Sekretaris Desa dal

am urusan pelayanan administrasi
pendukung pelaksanaan tugas — tugas pemerintahan ’

aiin iiclaksaiakan tugas Kepata Urusaii mcipiiyai fungsi -

Kepala Urusan Falq Usaha dan Umgm memiliki fungsi seperti: melaksanakan yrysan
ketatausahaan Seperti tata naskah, administras; surat — menyurat, arsip, dan ckspedisi, dan
penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,

penylapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan

T3

<
8

3]

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti
pengurusan - administrasi - keuangan, administrasi sumber —  sumber pendapatan dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel,
Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

¢. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkordinasikan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data - data
dalam pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan
laporan.

Dipindai dengan CamScanner
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Paragraf 4
Kepala Seksi

l'?lf}ﬂi i.—)
chﬂlu ) | L
Sckf'l hc {C ¥ ! i
3 I Ldudu‘\xln .‘)Cbu Ml un‘wur pclﬂk,‘;ﬂnu lckni‘h

Pasal 16

(1) Kepaia SCKsi bertupag membantu Perpekej sebagai pej
(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyaj
4. Kepala Seksi p.
l’cmcrinlahan,

aksana wpag operasionai,

fungsi:

,::,:cn{nahan mem melaksanakan manajemen  tata praja
yusun pembinaan  masalah pertanahan,

) ¥ upaya  perlindungan masyarakat,

» Penataan dan pepg : an pengelolaan Profil
J Y ”, | » 31 NN .-' LA . :

b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungs; melaksanakan pemban
pudefglan., pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang

Sostalisasi serta motjvas; masyarakat dj bidang budaya, ekonomi, poii

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahry

gunan sarana prasarana
kesehatan, dan untuk
tik, fingkungan hidup,
an dan motiyys; terhadap
. , n nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan,
Paragraf 5
Kelihan Banjar Dinas
Pasal 17
Keithan Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur peiaksana satuan tugas kewiiayahan.

Pasal 18

(1) Kelihan Banjar Dinas bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tu
(2) Daiam meiaksanakan tu
fungsi :

gasnya di wilayahnya.

gas Keiian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) memiliki

a. Pembinaan dan ketentraman dan keteriban, pelaksanaan upay

a perlindungan masyarakat,
mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah;

b, Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahinya,

Y. IMIvligdWasi polaksaiiaan peoangur 3 . . o ’

¢. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungan; dan L

d Mek}'iksanakan upaya - upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran

penyclenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner
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CUED ) Giusan aan o

Uga ) urysyn dan 3 (

1
N '
P memipy, 3 ¢ il g
a ) seksi
Ienis doo, ( dua) urusan dan 2 dua ) seke
< UCSA s -‘iJL'ﬂlm:m'i dir k N L an peraturan
&Undonony, = © fimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pera

BAB II]
TATA KERJA
Pasal 20

Daiar
Dinas

dn\;l]elaksanakan tugasnya, Sekretaris )
Slm{mmsai:l»ndmelal\'sanaka.n lugas, wewenan
e k\ St dan kpnsullaSI dalam lingkunga

A1 Kondisi sogig budaya masyarakat des

esa, Kepaia Urusan, Kepaia Seksi, dan Keiian Banjar
¢, dan kewajibann_\'a, menera
N pemerintah desa, dan dengan
a setempat.

pkan prinsip koordinasi,
lembaga — lembaga desa

.
1

~1 "
asxar -

1
Setiap perangkat d

€sa wajib membuat dan me
tugasnya secara (e

nyampaikan laporan laks g i bidang
Pat waktu kepada atasannya: = B s Ssn fng

(1) gekt:elt\arlis Desa dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah dan bertanggung;
erbekel.

(3) Kepala Seksi dalam melaksanakan
bertanggungjawab kepada Perbeke].

(4) Kelihan Banjar Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berada di baw
kenada Perhekel

tugasnya, bertanggungjawab berada di bawah dan

ah dan bertanggungjawab

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dal
memimpin dan mengoordinasikan baw:

ahannya dan memberik
pelaksanaan tugasnya.

(2) Setiap pimpinan Perangkat Desa sebagaimana d
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, int

am Pasal 23 bertanggungjawab
an bimbingan serta petunjuk bagi

imaksud dalam Pasa] 23 dalam pelaksanaan
egrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

BAB IV
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 24
g Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah
ditetapkan, diikuti dengan segera keputusan Perbrkel tentang penyesuaian perangkat desa
(2) Penyesuaian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdasarkan

ot Do il adm e Waeane A4 Tl MNVEL 4ohn o Cu ] se MNVermmnlm ol
PCluﬁuan uupaﬁ Buuuus INULLIUL 1 1 adiln zui o u.utuu& Ju uf\ﬁu v

[Zainisasi dan Tata Kgrja
Pemerintah Desa dan berdasarkan Peraturan Desa ini.

(1) Dalam hal Peraturan Desa tentan

Dipindai dengan CamScanner
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(1) l‘t'uuuvlml e

o « Fasal 20
R i)

Ay il
SUITIVND

n fugas

iy S0

. o Peraturan | ey i berliaku tetap melaksanars
Crnploy [ e

1 |u.ul:x',:ul':m denpan Peraturan e ing

AL Y]

KETENTUAN PrRgTUR

(1) Stk Ot ‘ PASAL 27 o
Epan dygeqy ik W dan T Kena Pemenntahan (e yany ada saat ini tetap berlaku sampa)
Mpinigge: Phan k CPutusan Perhek) tentang, pormasi bidang tugas dan jabatan sesuai Struktus

Hdan Ta Kerja Pemenmtah ey

Pacul 2%
X ) an arahila terdarg
arbelaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabilz terdapat
Ampenctapan ing akan diadakan perubahan/ perbaikan sehagaimana mestinya

Perntin.
Chitluggy, Desa ini mul
cl\clnu:m dal

Apar e , ; , ini
i "; Sehiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ind dengan
¢ cmpal :

annva dalam Berig Desa Punpgul,

~Aitetapkan di Punggul
/7. PadaFanggal : 1% Juni 2020
[ [ PERBEKEL P

i

KADEK SUKARMA, $.KOM

Diundangkan di Punggul

Pada Tilnpgaty.
F X \

I GUSTI NGER
BERITA'DESA PUNGGUL TAHUN - 2020 Nomor 06
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l‘l‘.‘l\‘l\lil\l'fl, PUNGGUL,
l\'.‘\l\\\ll':\'l'liN BADUNG

PERATY RAN DESA PUNGGUL

NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG

“Eleoll\UIb”\l?I[:\N KED\U:\ ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL
NO! rD FSI\TAN(. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
“SA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,
. Memmbang : a Eah“""d menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Badung Nomor
”09 Pah‘m‘ 2920 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran
Corona Viryg Disease 2019 (COVID-19) angka 5 huruf d:

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a mak

a perlu menetapkan Peraturan Desa tenteng:
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purzgul
Tahun 2020,

Mengingat  © L. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tk.Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingka: 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tigur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16

o
122

53);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun %014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner
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e Kebyakan henangan N
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o Sy )

Parwdenn
Otren \ NN Untale Pennnganan i l
ana n Il
Rl \“- Diease 2010 (oviD 19) dan/ati |
hARRY . {1V | - | S— !
Perwl - "hadapt Ancaman Yang  Membahayakas
CUTCRON O ' i
demb S N“"““\-\‘ dan ‘atan Stalihtas Sisterm kenangan
SaiRAran Nee \ Y i
5. Peragy o e Repubil Indonesta Tahun 2020 Nomor S0
. Rran pegy ‘ ,
Norar, fMeninga), Nomor 43 Tahun 20100 tentang
.\\«\“]"‘“\\ n

\‘\;ll\:;

. |
_ anaan CUndang ahun 201
entang g, l Undang Undang Nomor 1
N

N4 N Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
w \ N\\n\\\‘- 1

RIRY
\

Wdoney; N = Tambahan Lembaran Negara Repubhik
Kali topapge O 5830) sebagaimana telah diubah beberapa
“terakhiy deng:

2010 M Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
Perubahan

R Tahun

“‘\H.\HQ

‘& Atas Pargtiir emerim 1h
Nomor . Nedua Atas Peraturan Pemer

) A Y . .
Undan \ 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undamg
UE Nomor ¢ 1 ’ \
Repuhiik 1010 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nepara
Publhii doNesin M ;
Lettb, Indonesig Fahun 2019 Nomor 4 I, Tambahan
“Mbaran Negara Ren blik C0321)
6. Kepur 8 MPUDIK Indonesia Nomor 6321)
R ST Nesidn m o
Ked 10 Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Fentang Penetejan
AN ;~‘ru--‘ . s s N N
o ETan Kesehagan Masyarakat Corona Virus Discase 10
((S(QA ID-1q).
S Peraturan Mepgen i
Sy ;\h Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11
anliun 2 ! ta m v on v s
& 014 lentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berin
acpara Re 3 S
R Republix Indonesia Tahun 201+ Nomor 2001);
Q. rFeratury \N e Y . ) . ;
T\- fran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
ah 2018 tonr. , . Yt
\“ un - 2018 lentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Neoar Q o 11 AN )
Aegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1),
Aa)
9. Peraturan Me

nteri Desg, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
rasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
teniang Prioritag penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)
10. ﬁeraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 20106

‘entang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah

Rabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Bupati Badung Nomor 30 ¢
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenar an

Lokal Berskala Desa di Kabupaten  Badung (Berita Dacrah
Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30); v

'I‘r::nsmig

11 ahun 2018 tentang Daftar

12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Tahun 2019 Nomor 30);

Keputusan Bupati Badung Nomor 104/056/HK/2020 Ter g

Penetapan Status Siaga Bencana Akibat Virus Corora di

Kabupaten Badung;

14. Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-DD) 3 (Tiga) Bulan (Juli, Agustus, dan September 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
fCO\-’ID-lQ) Di Kabupaten Badung oleh Bupati Badung;

15. Peraturan Desa Punggul Nomor 02 Tahun 2018 tentang

Kewenangan Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2018 Nomor
02}

terfaag

Badung

13.

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan

Ketentuan Lampiran Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun
tentang

2020 (

terc

Ar.1ggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Ang
Berita Desa Tahun 2019 Nomor 17) mengenai Bidang,
Chyek Belanja dan Rincian Obyek belanja pada Anggaran Pen

Beianja Desa Tahun 2020 giypgp sehingga berbunyi

antum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidal

16. Poy, )
.'\(l:-\,t.”?.“n Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 i“‘,‘lr,'
(l('ll;‘y‘i”lm Pendapatan dan Belanja  Desa  Tahun 2020
“Mmbar; = b - )
17 l'cl‘;nu:»[. ‘N Dega | tnggul Tahun 2019 Nomor 17);
l‘vl‘ul)'nl‘]l'n Desg Pungpul Nomor 04 Tahun 2020 Ten.ong
,\HUL,’“_";,H‘ z\l“” Peraturan Dega Punggul Nomor 17 Tentant
/\H;é'lr‘qll 2l0(~‘;ldnp;.mn Dan  Belanja  Desa  Punggul Tahun
04y, <0 (L"m‘)arun Desa Punggul Tahun 2020 Nomol
Dengan Kesepakatan Bersama
PERBEKEL puNGGUL
dan
B
ADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN nr
ATAS PERATBIR:iﬁ PI;JNGGUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PENDAPATAN DAN BELESA NOMOR 17 TENTANG ANGGARAN
2020.

ANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN

2012
gararn
Sub Bidang,
dapatan dan

sebagaimana

< terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal [}

Peraturan Desa ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peratur

a2

an Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 9 Juli 2020
PERBEK PUNGGUL

KADEK SUKARMA

wm'a-i.z\gfgkan di Punggul

gk, 9 Juli 2020

LEI:iBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 07

Dipindai dengan CamScanner



PERBEK[], PUNGGUL
KABU PATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG ,
AN DESA PUNGGUL NOMOR 03 TAHUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAH/\N ATAS PERATUR
2020 TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang

»

bahwa sebagai penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Desa
Punggul, Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang
Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Desa
(RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
2020;

Mengingat © 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

2, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilavah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

Dipindai dengan CamScanner



10.

11,

62

13,

llml:my, (IRT
L(‘ll\\\.'\l‘.'\l
7.

et
mtang |
, , 2014 tentalp
g Namaoy fahiun 201
Nepag

I:m\h:\ll:m le
S-I‘NS)

Ull(h\l\“

Pemery,

Nomao

014
in ’ | Vg
“ I“"l‘lllﬂil( Indonesin P

o Nomed
miharan Nepara Republil [ndone

' ARAN tentang,
'U”‘l””l’. Nomor 23 Tahun 2014 1'4(-|)|s|)||l'
Dacrah ( '

ahan Lembaran  Negard
lndunv:;in T

ahun 2014 Nomor 244, Tambahan l/.”l.\)'vl.i”ll']t
N(v‘wlm l\‘«-plll)lik Indonesia Nomor 5587 ) f.(-b:l{',lmmnl:~
telah diubal, I)(:l)m‘:lp"'\ kali terakhir dengan Undang,
Un(l.'mg; Nomor 9

, {edua
ahun 2015 tentang Perubahan Kec
Atas Und

; p ntang,
nng'Un(lnni’, Nomor 23 Tahaun 2014 lu\‘}l'l'
ahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia T

ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peratura g Pe ah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun o ntang Kebijakan Keuangan Negara e
Stabilitag Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corong Virus Diseage 2019 (COVID-19
Rangka Menghadapi
Perekong

Pemering
merint

) dan/atau Dalam

Ancaman Yang Membahayakan

mian - Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

Peraturan

4 Nomor 213, Tamb
Republik Indonesia  Nomoy

dirubah beberapa  kalj
Pemerintah Nomor 11 T

ahan Lembaran Negara
5539) sebagaimana telah
terakhir dengan  Peraturan
ahun 2019 tentang Perubahan

emerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa |

Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Keputusan Presiden Nomor

11 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan M

asyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19;
Peraturan Menteri Dalam N
tentang Pedoman Teknis pe

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 Ik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang  Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa;

egeri Nomor 111 Tahun 2014
raturan di Degg ( Berita Negara

Peraturan Menteri Dalam Ne
tentang Pengeloiaan Keuan
Republik Indonesia Tahun 20

geri Nomor 20 Tahun 2018
gan Desa (| Berita

Negara
18 Nomor 611 )

)

Dipindai dengan CamScanner



TN N ™ ”

al
eriingeal

aah
l’(.‘l';\tm':m Mentert Desa, I’vml);nl.!',“";”'l, ,l‘)‘.“,:'lnu Pedomar
dan 'l‘mn:;lniul'.lsi Nomor 1 Tahun 2eis [1” ;«;ll:;] berskala
l\l‘f\\'(.‘néll'lllilﬂ‘H.’\]( Asal usul dan 1\'"""”,“”,}.zn'}mm 2015 Nomo!
desa Berita Negara Republik Indonesia [ahun 2
158 ) 5 Tahun 2009
1S P(f!'alumn Dae Nomor 2 fah

rah Kabupaten Badung )
L:rntang Rencana Pembangunan Jangka I nje
I:PJ "D) Kabupaten Badung Tahun 2()()5'202.3"F
I Craturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1
tentang Pembentykan Produk Hukum Desa;
Pel'aturan Daerah Kabupaten Badung Nomor neah
2016 Tentang Rencang Pembangunan Jangka Mcncné;r.m
Daerap Semestq Berencana Kabupaten Badung 1a _L
2016 - 59y, sebagai telah dirubah dengan Peraturan
Paerah Kapupagen Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Perubahap Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengap Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016 - 2021,

Peraturan Bypas; Badung Nomor 28 Tahun 2019 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 ( Berita
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 28 );

Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015

tentang Rencang Pembangunan Jangka Menengah Desa |
RPUMDes );

anjang Daecrah |

16. ahun 2016

13 Tahun

18.

19,

20. Eeraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang

éncana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 ( Lembaran
Desa Punggul Tahun 2019 Nomor 16 );
Peraturan Degg Pun

Perubahan Rencan
Anggaran 2020 (
Nomor 03);

Peraturan Desa Punggul Nom
Anggaran Pendapatan Dan Be
2020 (Lembaran Desa Punggul

Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020
Nomor 04);

21. ggul Nomor 03 Tahun 2020 Tentang
a Kerja Pemerintah Desa Tahun
Lembaran Desa Punggul Tahun 2020
22. or 17 Tahun 2019 Tentang
' lanja Desa Tahun Anggaran

Tahun 2019 Nomor 17);
23.

24, Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun
2020 Nomor 07).

Dipindai dengan CamScanner



Denpan Kesepakatan Bersama
REYRY - \esepakatan ‘ AL
\DAN | ERMUSY AWARATAN DESA (BPD ) | UNGH
DAN
PERBEKEL PUNGGUL

T\H",I\IU'I‘USI\'I\N :
S TENTANG
TAHUN
DESA

ATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2020

l\ N | ”
>:)L\ Ul_%’f}“l/\N ATAS PERATURAN DESA NOMOR ¢ .

'I‘\ 0 FENTANG RIENCANA  KERJA PEMERINTAH
AHUN ANGGARAN 2020

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam payqyy, - :
N Peratuan Desa inj yang dimaksud dengan :

De ‘ : !
- sa  adalal, Desa Punggul, Kecamatan Abian semal,
\abupaten Badung,

Kepala Desa adal

Pemer;

Mtahan  Desa adalah penyelenggaraan —urusan
eme -
Pemerintahan  dap kepentingan masyarakat setempat

dalam gjg ' ik
T sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa ad

ah Perbekel Punggul.

N alah Perbekel dibanty Perangkat Desa
Sebagai unsyr penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD 'adalah lembaga  yang melaksanakan fungsi
Peémerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
pt.t:nduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Lffmbaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat.
Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah  Desa dan unsur - masyarakat  vang

diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
~ selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program,
kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai
oleh Anggara Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Dipindai dengan CamScanner
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| il )il

' pililed 1
i anpan yang din

“WeNangan Desa adalah kewenangan | S

ibi el
dibidang peny
pembang .
]H'lnl)r'ul;nmu
C halk

9.

Ifmllp““ kc\\-«:nnmznn [)esit
l-cmcﬁnt:l.l:m Desa, pelaksanaan
Desa dan
arsa lll.’lH\’:H'HL’.’ll

rUTLT

Pcmbinnun Kemasvarakatan
fwns}'al‘uk:u Desa berdasarkan pral

10. ;J\?lz;lg::}'l dan adat istiadat Desa. g gelanjutinydd

. e5aran Pendapatan dan Belanja Desa yang

o g:eb’m APBDesa, adalah rencana keuangan tzfll‘ll}l1 Desa,
cana Pemb:mgunim Jangka  Menengall

Selanjutm‘a disingkat RPJM Desa, adalah Rencand keg

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 0 (enam) mhu’j’ P

Rencang Kerja Pemerintah Desa, sclanjutnya (lisin}:lgnl l\l\'

Desa adalal, Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka

wakty 1 (satu) tahun.

13. Daftar Usulan RKp Desa adalah penjabaran S
vang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1
(satu) Itahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
l;:zg;’:tah Daerah melalui mekanisme Perencanaan

8unan Daerah.

an Desa

atarl

Jesa

BAB ]
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
Pasal 2

l. RKP Desg merupakan penjabaran dari RPJM Desa vang
Memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, prioritas
pPembangunan Dega serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktuy 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program
Strategis Kabupaten Badung yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

2. Sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2020 disusun
sebagai berikut :

BABI.  PENDAHULUAN

BABII. ARAH KEBIJAKAN KUANGAN
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN
BABIV. PENUTUP

LAMPIRAN

3. RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Dokumen RKP Desa Perubahan Tahun 2020 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk pedoman
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2020;

Dipindai dengan CamScanner
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PEMUERINTAH DESA PUNGGUI
NABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TENTANG
REWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang © a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintahan
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa
Punggul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Desa Punggul tentang Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahaun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

)

Dipindai dengan CamScanner



Dalam Peraturan Desa inj yang dimaksud den

I
2
5
" |

n

Menetapkan

N g MINOT 6 Falhun 014 tentan. Femburan
]hi;‘“l"’l ““'i"""" URT TR 2014 Noamn 1 '!". bagiimana el
l.f\”\: " Peraturan Pem tmtah Nomay 47 Fahun Y014 ¢ mtang Peruhahar
|’ -\y ‘vA”.m " Pemersgh Nomor 41 Pahun 20 ntang Peraturan Pelak
1 Omor 6 ahan 14 Tentano Desa (Lembaran Ne para Republis
Indong sSta Tahan 2004 Nomor )57 Fambahan I embarnn Ne i Repubil)
Indoney Nomy 5717

> Peraturan Menten Dalam Negpers Nomaor |11 Fahun 2014 1entang p domar
P M Peraguran Desa (Rerin Nepara R publik Indonesy ‘-unu‘-r 9T

O Peraturan Menten Dalam Nepen Repubh), Indonesin Nomor 44 Tahun 016
enting f\\-\\.n:m!:.m Desa (Benta Negara Republik Indamnesia Fahun 2011

Nomor 1037,

- [T »
Feiaturan Daerh Kabupaten Badung Nomor |
pembentukan Produk Hukum Desy:

Fahun 20716 tentany

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusvawaratan Desa Punggul
Dan )
Perbekel Desa Punggul
MEMUTUSKAN -

PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN

HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA,
DESA PUNGGUL, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN

BADUNG
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

gan :

Desa adalah Desa Punggul;
Kepala Desa adalah Kepala Desa Punggul;
Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau

desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerj
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksakan tugas dan

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

ntahan Desa;

kewenangannya;
Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk
ahan Desa dalam

oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerint

memberdayakan masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner
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\\‘ velengparaan l\‘l?i\'lHll.\".,l) Desn j‘(_-[_,'.,l,””, Pembanpunan e Fembinaan
' s "‘--‘\-.‘H\J!;m Desa dan Pemberday aan Masvarakat [req, berdasarkan prakarsa masyaral i,
Hak At sul dan Adagg Itradag Desa,

Ne Wenangan berdasarkan hai usel adalah hak Nang merupakan warisan yang: masth hidup dan

Prakarsa e, :

Sdesa anag prakarsy Masyvarakat degy sesuar denpan perkembangan kehidupan
Masvarakay. -
Kewenan; : - '
Y sangan dokal berskaly desa adalah Kewenangan unpuk mengatur dan menpuny
Cpenting, asvarakat (e .
: (;- ngan masyarakyy desa vang felan dyalankan oleh desa atay mampu dan efek
dijalank; *h des; ' '
diatankan oleh desa atay yYang muncy| Karena perkembanean desa dan prakarsa masyarakat
JL‘.\] ‘

BARB
KEW ENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

kc\\'cnnngun berdasarkan hak asl usul meliputj:

I Sistem Organisasi Masyarakat Adat,

2. Pembinaan Masyarakat Adat;

3. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat:

4. Pengcmbangzm Peran Masyarakat Desa;

3. Fasilitasi penataan sistem organisasi Perangkat Desa, Adat, Subak:
6. Fasilitas Pemilihan organisasi Perangkat Desa Adat dan Subak;

7. Fasilitasi Pengelolaan Tanah Desa Adat:

8. Fasilitasi Pendataan tanah-tanah Desg adat;

9 Fasilitasi pensertifikasi tanah-tanah Desg adat;

10. Fasilitasi pengadaan tanah Desga adat;

1. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Desa adat;

12. Fasilitasi penyelesaian sengketa adat;

13. Fasilitasi Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;

14. Fasilitasi pengisian Jabatan Bendesa Adat dan Perangkat Desa:
15. Pelestarian Budaya Gotong Royong;

16. Pembangunan dan pemeliharaan pelinggih:

I7. Pembangunan tembok, candi bentar dan gelung kori Pura:

18. Pembangunan lainnya di Pura;

19. Pembangunan Bale Banjar;

20. Pemeliharaan tempat pemakaman/setra;

21. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor LPD;
22. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha Desa Adat:

23. Pelestarian dan pemeliharaan tempat-tempat yang disucikan umat hindu (tempat melasti):
24. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;

25. Pembinaan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;

26. Pelestarian adat istiadat (Panca Yadnya) di Desa:

27. Pelestarian adat budaya dan agama.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 5
al Berskala Desa sehapamang dimaksud dalam a i1l 4 ter

Danar Kewengan Lok
1an udak terpisahkan dan p

dalam Lampiran 11 Yang merupakan bag craturan Desa ing

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Pasal 6

’\'t:\\'cnangan Desa berdasarkan hak asa usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan

dengan tahapan sebagai berikur-

2. Penyusunan Rancangan Peratyran Desa;

b. Pembahasan bersama BPD:
€. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 7

1. Pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 hurufa dilakukan dalam
forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masy.

Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1

a. Tokoh Masyarakat;
b. Tokoh Pendidikan:
¢. Perwakilan Kelompok Tani;
d. Perwakilan Kelompok Perempuan.
3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat
melibatkan unsur Masyarakat lain sesuaj dengan kondisi sosial budaya Masyarakat,
4. Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan lokal berskala Desa lainnya
ebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan

sesuai dengan prakarsa masyarakat, k
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
gan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan

Penambahan jenis kewenan
dalam Berita Acara.
BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 8

mbiayaan untuk pelaksanaan penataan Kewenangan Desa dibebankan pada

arakat;
) terdiri dari:

1o

W

Pe
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

b. Sumber lainnya yang
Undangan,

Dipindai dengan CamScanner
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Ditetapkan di Punggul
Pada tanggal

24 September 2020
PJ. KEL

LI PUTRA

. * Penata Muda
Nip. 19790806 201001 1 013

Punggul

: 24 September 2020
EE. SA PUNGGUL
[

H LANANG OKA_ ST

LEMBARAN DESA PUNGGUL, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG.
TAHUN 2020 NOMOR 10
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Bidang Pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK;

|
|

13 , ,

l(”' RI"\HA\RI"\H HAK ASAL-USUIL DAN

VN / l”' 3 / . SGA ,”“( (il
tlAle:M,\,‘ (SKALA - DESA. DIESA - PUNG

SLSA BERDASARK AN HAK ASAL-LISLIL
RINCIAN KEWENANGAN DIESA

: ’\'l‘gl:llun Oprasional Kantor Desa dan B,
“Cllatan l’cn'\r'clcnggurnan Musyawarah Desy:
,leumn l’cn_\'clcnggamun Kenasama Antar Desa,
. )cgmm.n Pcnyusun:m Protil Desa;
2.1 cnyediaan Operasional Banjar Dinas;
~Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa: :
7. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan:
8. Kegiatan Perencanaan dan Penctapan RK P Desa;
9. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa:
10 Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desg dan atau
Pihak Ketiga;
I'1.Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12 Kegiatan Penyusunan APBDes dan Laporan
Penanggungjawaban APBDes;
13 Kegiatan Pengelolaan Arsip Desa;
14 Kegiatan Penetapan Desa dalam Keadaan Darurat dan
kejadian luar biasa skala desa:
15 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desg Lainnya;
16.Pengembangan Informasi Desa
]7.Dukungan dan Sosialisagi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan
Ka. Kewilayahan dan BPD;
18.Lain-lain Sub Bidang Pertanahan;

I
2
2

)

|
|
|

2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD;

3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat:

4.Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan
Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga PAUD/TK:

5.Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan
Sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa:

6. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi:

7. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Polindes Milik
Desa);

8. Penyelenggaraan Posyandu;

9. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan:

10. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan:

1. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);

12. Pemberantasan Sarang Nyamuk:

13. Pemantauan dan Pencegahan penyalahgunaan narkotika
dan zat aditif:

14. Peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa:

I5. Bina Keluarga Remaja (BKR);

16. Lain-lain sub bidang kesehatan;

17. Pemeliharaan jalan Desa;

18. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang;

19. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

20. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;

21 Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik |
Desa;

Dipindai dengan CamScanner
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ST Lain-lain Kepiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tala

|

Ruany;
3.7.‘I)ul\uny.:m Pelaksannan — Program Pembangunan/rehab

~tumah tidak layak huni GAKIN,

33.Pemehiharann Sumber Air Bersih milik desa:

3 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman,

35 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umun/MCK Umum dll;

36.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan [Fastlitasi
Pengelolaan Sampah ;

37 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman
Bermain Anak Milik Desa,

38.Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana
alam;

39 Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang
terkena bencana;

40.Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah;

41 Pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa;

42 Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho,

dll);
43.Lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika;
44.Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata;

3| Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

. Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan

I
Ketertiban;
. Penguatan dan peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/

)
Ketertiban oleh Pemdes;

3. Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal
Desa,

4. Bantuan hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat

Miskin;
5. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
6. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan kebudayaan ;
7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan

Keagamaan (Hut RI, Hari Besar Keagamaan),
8. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan

prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik

Desa;
9. Pembinaan Kerukunan umat beragama,

10. Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong,

11. Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan Juar
daerah; ‘

12. Pembinaan Kepanditaan (Pemangku):

13. Pelatihan Pengembangan dan pelestarian seni budaya

!
local;

14 Lain-lain sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
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<1 amn-lain Suh Hidang Kelemhb wpeann Masyarakat

l:t‘n;ju::l;m Ketahanan Panpan Tingkat Diesa (Lumbun
Desa):
Lan-lan Kepiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa,
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa,
Peningkatan Kapasitas BPD:
- Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa,
- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang
Disabilitas);
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga; dan
- Pelatihan Daur Ulang Sampah.

1 GUSTI NGURAH ANOM BABLPUTRA. SH.

Penata Muda
Nip. 19790806 201001 1 013
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PERATURAN
PERBERL L g SA PUNGGLY

NOMOR 1A N 2020

TENTANG
STANDAR THARGA DI DESA PUNGGULL
TATUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [SA,
PERBEKEL PUNGGUI,

Menimbang o bahwa funa fterciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Urusan
Pemermtahan di Dacrah, maka dipandang perlu membentuk dan Menetapkan
Peraturan Desa Tentang Standar Harga di Desa;

Mengigat @ 1, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-dacrah
Tingkat Il dalam Wilayah Dacrah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655 ):

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahaun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
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Mcnclupkan :

13.

14.

. Peraturan Desa adalah Peraturan perundan

mamaae o e

]'L‘l.lllll;\l\ Ment

cn Daly
ent

g Penpelolaan N
Fahun 2013 Nomor 61 ).
Peraturay Bupat Badung
Neuangan Desa (Ber 1y,

]}L‘Plllll‘{\ll Bupati Radung

a1 ) hun 2011
m Neper) | publik Indonesia Momor 20 Tahun -

) KN dan L
cuangan Desa (Benta Negara l't‘[tll']"- Inde ’

I.‘UIHH[ 30 Tahun 2009 Tentange Pengelol
. n MOR 3
acrah Kabupaten Badung Tahun 2019 NOMOR 30)
Nomor 01/054/11K/2020 Tentang Penctapan
I Ui/ i b e
Standarisyg Harga Byr

\ ang Kebutuhan p
Keperluan Penga

I |
emenintah Kabupaten Badung untuk
gadaan Tahun

Anggaran 2021

MF.MU’I‘USK/\N

PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL

TENTANG STANDAR HARGA
DIDESA p

UNGGUL TAHUN 2021
BAB |
KETENTUAN UMUM

Daerah adalah Kabupaten Badung
Pemerintah Daerah adalap Pemerintah Kapy,
Bupati adalah Bupati Badung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pery

paten Badung

akilan Rakyat Daerah Kabupaten

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara de

mokratis;
Pemerintahan Desa adalah pe

nyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Perbekel atay yan

g disebut nama lain dibanty perangkat desa seb
unsur penyelenggaraan pemerintahan desa

agai
g-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah
rmusyawaratan Desa;

Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana

kegiatan pembangunan desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari
RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

dibahas dan disepakati bersama Badan Pe

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
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AL
FATA CARA PENYUISEHNA

WDANPENETAPAN STANDAR HTARGA DI DES/
PUING)

Pasal 2

b Penctapun &

\ Penctapan Standar Harpa disusn oleh Pemenmtahan e i

2 Dalam Pe . -
Dilam Penyusunan fanennpan Stangay Harga Pelakvana Kegratan melaksanakan survel
Harpa,

3

Rum'nm';m Standar |
Perbekel untuk e
Sekietars

arpeyang berasal dar Pelak:
I;mulln};\ dnlclxlpl..‘m dalam Per
Desa untuk mengundangky

ana Kegnatan disampaikan kepada
aturan Perbekel, serta memerintahkan
n dalam Lembaran Desa

BAB 11|
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3
Mmlcgl |'cmh;mgnnun Desa -

L. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD:

2, Meningkatkan pembangunan desy dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;

3. Melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desg:

4. Meningkatkan partisipasi masyaraka didalam pembangunan  desa agar desa menjadi
berkembang dan mandiri;

5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, bersih, sehat dan lestari;

0.

Terwujudnya pelayanan masyarak

at yang prima didasarkan pada pemerintahan yang b
bersih dan berwibawa.

aik,

Pasal 4
Arah Kebijakan Keuangan Desa :

I Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat:

:
3. Terwujudnya perubahan desa menuju- sejahtera dan  mandirj dengan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat desa;

4. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD

dalam melaksanakan penyelenggaraan
pembangunan di desa.

Pasal 5
Arah Kebijakan Pembangunan Desa -

Belanja Perbekel dan perangkat desa;

Tunjangan operasional BPD:

Program operasional Pemerintahan Desa:

Program pelayanan dasar pendidikan:

Program kebutuhan primer Sandang dan Papan;

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Desa dan Lemb

aga Desa;
Program penunjang peringatan hari-hari besar.

® NN B Lo —

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Perbekel tentang Standar Harga ini mulai berlaku pada saat diundangkan. N
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini
dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

—

(3]
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Peraturan p

ot
y

thaba : ”
erbekel i mulaj berlaky sejak tanggal 2 Januan 2021

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal

Pl PER

JSTING

Penati Muda
Nip. 19790806 201001 1 013

Punggul

: 24 September 2020
A PUNGGUL

BERITA DESA PUNGGUL, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG.
TAHUN 2020 NOMOR 11.
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IN2020
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1S IMap Polio PakaiKop | {Buh _ [Rp - 7.000 |
1o \Map Plastk ————— |Buah Rp 6000
17 |Binder Clip No 107 ——— |kotk Rp 7.000
18 |Binder Chp No.los —_|kemk  |Rp 6.000
10 BnderClpNo2e0 | ook IR 20000
UL LA I P T T
21 |Binder ClipNo 111 ) S _ fkotak 7Rp: : *\IOAO})t;
22 |Khp Sea Gull keal ) R o box Rp - ;Ok)b()
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20 [Lem ) povinal kotak Rp 10 000
27 |Penghapus White Board Buah Rp 15000
28 {Bolpom Pilot Snowman ) Buah Rp 20 060
29 |Kalkulator Ciuzen v unit Rp 130 000
30 1Post It ‘ Bush [ Rp 10 000
31 [Materm 3000 ) Buah Rp 3000
32 {Materai 6000 Buah Rp S
33 Tas Siswa Berprestasi ‘ | - buah Rp 350000
44 |Buku Tubs Siswa Berprestasi ~ {Sidu buah Rp 8 000
3% |Pulpen Siswa Berprestas) Snowman ) buah Rp 6 000 »
36 [Pencil Siswa Berprestasi (HB buah Rp 30004
Alat Rumgh Tangga ) '
1 {Cangkul ‘P;m ) ) ) R . |Bush Rp 1
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Vo [Soknyy - 0 e
Hayung Bual Fp i
Lrunting Panpy ity Dl "y /
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Tempar 1y Sarpah Buah oy 100 000 ;
L ap Puah Rp 10 (0 :i
10 l"-ml\.:xnu .\'mk.”},.,:\ Buah Kp 50 000 a'
1 I'cmhcrr-nh Laniy Bow)| p A5 (1)) !
12 l'cmhul.‘m Kaca Boto) Rp 20 (00) |1
4 1 Alat py Botol It 20 () ’!
IS 1Saby Span Buah Kp 450 000 |
17 |Sapu Buly Buah Rp o0 |
'8 |Sapu 1k Buah Rp 0 600
19 1Sapu 1ig, Biaca Bugh Rp 25,000 |
21 [Serok Sampgh -{Bush Rp 7.500
22 |Sikat WC Plagtik Tangk Bk i el
23 Pewang ) T - Buah Rp 29.000
24 Sunligly (;ur - - — {Bush Rp 20,000
25 |Tas K;;Sck'yg,‘qj] nmr D e Buah Rp 20.000
26 |Tissue Kotak Bungkus Rp 30.000
37 M;I s S — (Bungkus | Rp 20000
o ————— |Buah Rp 50.000
Komponen Listrik dan Elcktronik e D s s
A (KabelListrik T Mewr gy 11.000
2K IETL(—QPL~ T |kouk ~_|Rp 22000
3 floolasi Tl Ps R 1som
-4 |LampuEsensial Swan Philips ——|Buh  |Rp __44.000
5 |Lampu Esensial 8 watt _— Philips Buah Rp s
O (LampuBsensial 14wan L A |
7 |Lampu Esensial 18 watt —\Mps\_, Buah Rp 72000
-8 |Bolamp TL40W _ |Philps Buh  1Rp  sa0m0
J (BolamplEDWOw |philips ~ |Buh Ro 59000
10 Bolamp LED T S Ph_lhps_ o Quj]_l‘“_ Rp _150.000
1 B;xleray AaA  |Alkaline P IRp 6500
'2 |BalordiRalkutor ] _Buah  JRp 50000
13 |Gulungan Kabel ISm - |Buh  jRp 75.000
b e o uh R wom
175 Bater;u;le;a; e |Alkaline Buh ~ |Rp 15.000
16 [Box kabel bt I S P
Aci - aci sesajen/ Prasarana Upakara/Keagamaan | -~ e
| _|Banten Galungan & Penjor Paket fRp 1500000
D Paket Rp 900 000
2_{Banten Kuningan D P
L - _
4 |Banten Saraswati SV P 00
3 |Banten Tumpek Landep -~ % s
_ 6 |Banten Soma Ribek -~ = 250 000
7 |Banten Pumama
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14_{Honorarium oh Rp 100 000
15 |Honorarium Peserta Piket oh Rp 125 000
16 _|Jasa Peliputan Kegiatan ok Rp 150 000
17_|Honor Pembina Kegiatan/Narasumber oh Rp 300000
18 [Uang Saku oh Rp 100.000
| |Tukang HOK Rp 150 000
2 |Pekena HOK Rp 100.000
Penghargaan/ Hadiah
| |Piala Buah Rp 600 000
2 |Piagam Lembar Rp 6.000
3 |Hadiah Kegiatan Paket Rp 16 000 000
4 [Doorpnice Kegiatan Paket Rp 11.000.000
korasi/Dokumen(asi
1 |Tamiang Bush Rp 30.000
2 |Penjor Buah Rp 300 000
3 |Karpet Meter Rp 50.000
4 |Pgong Buzh Rp 500 000
5 [Bendera Buah Rp 85.000
6 {Umbul-umbul Buah Rp 125.000
7 {Tangka: Umbul-umbul Buah Rp 25.000
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[ 1 ]Fmrcopy l Ibr Rp 300
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10_|Karung buah Rp 30,000
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12 |Burung Perkutut ckor Rp 21000
Pakaian Khusus
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4 |Pakaian Tan Stel Rp 3.000.000
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2 |Drone buah Rp 15 000.000
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S |Masker kan Buah Rp 6500
6 |Sabun Cuci Tangan btl Rp 45 000
7 |Zodium Hipoklont Itr Rp 10.000
8 |Anhsepnk btl Rp 100 000
9 [Masker Medis bh Rp 30000
10 |Face Shield bh Rp 43 000
11 |Jubah bh Rp 140.000
12 | Termometer Gun bh Rp 860 000

[ GUSTI NGURAH ANOM BALI'P
\ Penata Muda
Nip 19790806 201001 1 013
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PERBENET PUNGGU
KABUPATIEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUT
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUI.

Menimbang - a bahwa scbagai penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Desa Punggul,
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul
Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJIMDesa) Punggul Periode 2014-2020 perlu menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemernintah Desa
(RKP-Desa) Punggul Tahun 2021:

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Dacrah-daerah Tingkat | Bah. Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Ne zara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor
5234),

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2C14 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indoncesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara  Republikh - Indonesia Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa tali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertbabian Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2020 tentang
kebijakan Keuangan Negara dan Stabihtas Sistem Keuangan untuk
penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Danatau
dalam rangka menghadapt ancaman varg membahavakan perekonomian
nasional dan‘atau stabilitas system kcuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154,

9

(OS]

N
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S Peraturan Pemenntah Nomor 45 Gahen 2004 tentany Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Noror 6 Tahun 2074 tentane Desd
(Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 2014 Nomor 23
Tambahan Lembaran Negara  Republih - Indonesia Samor 5399

scbagaimana telah diubah  beberapa Kah terakhir denpan Perauran
Pemenntah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentanz Desa
(Lembaran Negara Republik Indones @ Iahun 2019 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiy Nomor 6321).

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah  Tertinggal. Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberday aan Masvarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261):

10.Peraturan  Menteri Desa. Pembangunan  Dacrah  Tertinggal.  Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Repubhik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035).

I1.Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tohun 2020 tentang Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa.

12 Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tenmang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIMDesa) Punggul Periode
2014-2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan
PERBEKEL DESA PUNGGUI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PELRATURAN DESA PUNGGUL NOMOR {2 TAIIUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA *EMERINTAH DESA (RKP-
Desa) TAHUN 2020

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Badung

Pemerintah Daerah adalzh Pemerintah Kabupaten Badu g
Bupati adalah Bupati Badung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pe-wakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Badung

P

5. Camat adalah Perangkat Dacrah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam
Kabupaten Badung

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengar nama lain. selanjutnva disebut Desa.

adalah kesatuan masyarakat hubum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentin zan masvarakt setempat, berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional vang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
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gara urusan pemeniniahan dan kepentingan masvarahat
1 hepublik Indoncesi

, lain adalah lem
akit dan penduduk desa

7 Pemerintahan Desa adalah penyeleng
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara hosatudi
§ Badan Permus\awaratan Desa alau yang disebut de
melaksanakan fungst peinenintahan yang anggotanya merumihan W
berdasarkan keierwakilan wilayah dan diteiaphan secard demokrats
9 Pemerintahan Desa adalah  penyelenggaraan  urusd] pemenint
masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negar i kceatuan Republik Indonesta
10, Pemeriniah Desa adalah Perbekel atau yang discbut nam: len diba sebagai
unsur penyelenggaraan pemenntahan desa.
11 Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yanz
dibahas dan discpakati bersama Badan Permusyawaratan s
Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya dismghat R
kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enarn) techun.
13, Rencana Kerja Pemenntah Desa, selanjutnya disebut REIDes
RKPDesa untuk jangka waktu I (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sel
Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

4 LM , J
poan L baga vany

qhan dan  kepentingdan
ntw peranghat desa
ditetaphan oleh perbekel setelah
PIN Desa. adalah rencana
a adalah penjabaran dar

anjutnyva disebut APBDesu adalah Rencana

BAB 1
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENITTAPAN RKPDesa

Pasal 2

| Rencana RKP-Desa dapat disusun  olch Pemenntchar Desa dencan membentuk Tum
Penyusun RKP-Desa berdasakan Keputusan Perbehdl

Dalam menyusun rancangan RKP-Desac Tim Penyusun QU I-Desa harus memperhatikan

3@

dengan sungguh-sunggul aspirast yang berkembany di masyarakat vang divadahr oleh
l.embaga Kemasyarakatan Desa,

3 Rancangan RKP-Desa vang berasal dare Tim Pemvusun RRP-Desa disamparkan pada
Perbekel untuk selanjutnya disampaikan kepada BPE unuk dibahas dan disepakat dakam
musyawarith desa penyusunan RKP-Desa

4 Setelah menyusun rancangan RKP-Desa dalam Musvawarah Desacpensasunan RKP-
Desa, maka Perbekel mengeluarkan Peraturan Desa tentane RRP-Desa Fahun 2019 dalam
bentuk Dokumen RKP-Desa,

s, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RRP-Desa diselenzearakan olch
BPD yang dihadin oleh BPD, Pemenintah Desa, dannsur Masvarahat

6 Setelak dibahas dan discpakati maka Perbekel menctaphan RKP-Desa dalam Peraturan

Desa. serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mewandanghan dalam T embaran Desa
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BAB 1
! MERKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa Tahun 2021

Pasal 3
1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarahat wajib mengembanghan milai-mlar demokrasi
dalam membahas dan menyepukatt Musyawarah Desa Penvasunan RKP-Desa dalam
' mengambil keputusan.
)

Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musviwa-ah Desa Penvusunan RKP-Desa

berdasarkan musvawarah dan inuakat

BAB IV
VISI DAN MISI
: i Pasal 4
; Visi : Hadir lebih dekat melavani masyarahat dan membanoun Desa P

kebcrsamaan, keterbukaan untuk mewujudkan Pemenntahan Do
harmonis dan netralis g

unceul dengan asas

avang demokraus. transparan,
una tereiptanya desa vang bermartabs 1 mandiri dan sejahtera

i Pasal 5
Misi -

i 1. Pembangunan fisik

I.1 Melaksanakan dan melanjutkan Pembangunan Desa sesua denvan

vang telah
tersurat dalam APBDes yang merupakan usulan-isulan dar perwakilan masvarahat

dari masing-masing Banjar Dinas seperti BPD). Kelian Dinas. LM, PRK maupun
' Karang Taruna:

1.2 Pembangunan yang lain tergantung masukan Jdan usulan masvarakat melalu

? MUSRENBANGDES dengan tetap berpedoman pada RPIM Dexy

i 2. Pembangunan non fisik

2 1 Kehidupan Beragama
2.1.1 Memberikan Punia kepada Banjar scbagar penyelenggara (Sane polih ngodaling &
Pura Khayangan Tiga dan Pura-Pura lainya di wilavah Desa Pungeul .

2.1.2 Melaksanakan kegiatan pembimaan’ pemberdayacn Pemangku.

2.2 Birokrasi Pemernintahan Desa

1. Penataan kembali birokrasi Pemerintahan Desa. guna meninghathan pelavanan dan

kepuasan dan kepuasan terhada masyarakat Desa Pungeul (CCTV dan Absen
P p p ) ag

Sidik Jarv Finger Print);

[ S

Pelayanan yang Icbih dekat dan mudah terhadap pelayanan Masvarakat dengan

H

tidak melakukan pemotongan terhadap bantuzn vang diterima oleh masyarakat

e
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3 Sosial Kemasvarakatan

sherprestast batk ditmghkat
L Memberikan mony as, Kepada siswa dan masvarakat vang berprestasi

‘ sa ditmghat Kecamatan,
Paud, SD. maupun masyarahat vang mewakili Desa dinnghat Ke

» smasional sesuar dengan
Kabupaten, Proying serta Ketinghat Nasional bahkan Internasional sest

Kemampuan Keuangin Desa.

. . i ir dan

2 Memberikan motivast kepada kelompok seni. baik seni tabuh. tari. suara, ukir ¢
yang lainnya sesuaj dengan kemampuan keug 12an Desa,

3.

Memberikan binghisan Kepada masvarakal Desa Punggul vang Lahir, Menikah,

dan meninggal sesuai dengan kemanipuan Keuangan Desa

BAB vV
STRATEGI DAN ARAH KEBII AR AN

Pasal 6
Strategj Pembangunan Desg -
Meningkatkan kualitas dan ku
Meningkatkan pembangun
Melaksanakan program pe
. - Meningkatkan partisipasi
i berkembang dan mandiri.
: Terciptanya linghungan yang berkualitas, bersih, seha dan lestar;
, 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pad
: bersih dan berwibawa.

antitas Pemerimtahan Desa dan BPD:
an desa dengan memenuhi kebutuhan das
mbinaan dan pemberd

masyarakat

armasvarakat desa;
ayaan masvarakatl Desy.

R

didalam pembancunan desy agar desa menjadi

W

4 pemenntahan vange baik.

Pasal 7
Arah Kebijakan Keuangan Desa

Tersedianya sarana dan Prasarara kebutuhan dasar masvarakat:
Terlaksananya program-program yang nielibatkan partisip,
i Terwujudnya perubahan desa menujy sejahtera dan
‘ pemberdayaan masyarakat desa;

. 4 Terwujudnya kualitas Pemenintahan Desa dan BED datam melaksanakan pemvelengearaan
b pembangunan di desa:

ast masvarakat:

L 19—

mandin dengan meningkatkan

P e

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa
. Belanja Perbekel dan peranghat desa;
- 2. Tunjangan operasional BPD.
‘ 3 Program operasional Pemerintahan Desa.
: Program pelayanan dasar pendidikan;
Program kebutuhan primer Sandang dan Papan.
Program Penycelengearaan Pemcrintahan Desa,
Program peninghatan kapasitas sumberdava Aparatur Desa dan Lembaga Desy
Program penunjang peringatan hari-hari besar.

9 PengelolaanPeningkatan TPST:
b - 10, Pencegahan Stunting,
AR Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam

L5 U =

R R
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BAB VI
KUTENTUAN PENUTUP

a Pasal v

l craturan Desa tentang RKP-Desa ini mulan betlaku pad: saat diundanghan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerntahkan pengundangan peraturan Desa mi
dengan menempatkan dalam Lembaran Desa

L
5

.

Ditetapkan i - Punggul
pada tanggal 28 September 2020

KT PHNGGULL

e h.
[ GUSTINGUEKAH ANOM BAD PUTRA, SH.

Fenata Muda
Nip. 1979C80¢ 201001 1 013

Diundangkan di Punggul

/4
"%
] SEKRFIAHm 0rSA

o PUNGGUL
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KEPALA DESA PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

| I:(yR‘un,\lrl’A)}{ KETIGA ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 17 TENTANG
ANGUARANPENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNGGUL

Menimbang - a, bf‘h‘?@ ﬂdﬂn_}’ﬁ pengurangan atau rasionalisasi anggaran dan untuk tertib
admll11§tra51 pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan dan
dapat dlperta_nggung jawabkan perlu diadakan perubahan APB Desa;

b bah\}'a sesual keputusan Badan Permusyawaratan Desa Punggul Nomor
18 Tanggal 7 September 2020 Hal Kesepakatan Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, )

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dan huruf b, perly menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41),
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Feraturan Menten Dl Hegen [eepubhb tndanesn Homear "“' L

tentang, Penpelolan Feaanpan Desa (Bepta Hepara Fepanh

Fahon 20108 Homar 611, ‘

O Pertuan Menten Desa, [ mbangunan - Dacrah Teshngs Dot ritas
Eransmgrasy Repnbbik Indonesia Homor 11 Tabion 2019 10t ’.v ] r
penggunaan Dana Desa Falian 2020 (et Hegara Pepublie 1o
Tahan 2019 Nomaor 1017),

7 Peraturan Dacral Fabupaten Badung Homor 9 Talun /{',"",),l.‘ |
Penetapan Desa (Lembaran Dacrah Fabupaten Badung Taban 7015 Homer
Y),

B Peraturan Bupan Badung Nomor 30 Tahun 2019 1entang Penpelolan
Reuanpan Desa (et Dacral, Kabupaten Hadang Tabun 2019 lomor 50,

O Perturan Desa Punpeul Homor Tahun 2018 “Tentang Perubahan /.t
Peraturan Desy Punggul Momor 01 “Tahun 2015 Tentang  Fencana
Pembangunan Janpka Menengah Desa (RPIMDesu ) FPungpu) Perode 2014
2020

10 Peraturan Degy Pungpul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Homor
16),

FE Peraturan Deyy Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubaban encans
Kerja Pemerintah 1esy Tabun Angparan 2020 (Lembaran 1eos Punggul
Tahun 2020 Nomor 03);

12,

Peraturan Dega Punggul Nomor 09 Tahun 2070 tentang
Peraturan Desa Pungpul Nomor 63 1
Pemerintah Desa |
2020 Nomor 09);
I3, Peraturan Dega Punggul Nomor 04 “Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran P
Belanja Desa Punggul Tahun Angg
Tahun 2020 Nomor 04),

Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020 Tent
Atas Peraturan Dega P
Belanja Desa P

crubahan fitay
ahun 2020 tentang Kencana ¥erja
ahun Anggaran 2020 (Lembaran Desy Punggpul Tahun

endapatan Dan
aran 2020 (Lembaran Desy Pungpul

ang Perubahan Ke Dua
unggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
unggul Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan
KEPALA DESA PUNGGUL

MEMUTUSKAN -
Menetaphan - PERATURAN DESA PUNGGU. NOMOR 13 TAHUN

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA PUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

2020 TENTANG
GGUL NOMOR 17

BELANJA DESA PUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2020
Pasal |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjum)ah
Rp 11.906.717.235,00 (sebelas mily,

ar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh
belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp
5.106.322.565,00 (lima milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh dua riby
lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 6 400 394 670 00 ¢
enam milyar delapan ratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratu:
tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut -

Dipindai dengan CamScanner



Hen th il (A ) Rp (2.1
| pendapat telah perubahan Rp 6
lama Jdesa
\\..I"l;“} I"jllt I./‘l:’/" ,"/[’1
Bertambah (herburane) Rp (3 106 Dok
0177 4770 S8 ()
Tumlah belana setelah perubahan Rp 817 / : l
Surplus (Defisit) setelah perubahan Rp (1372075 712,07)
i Pembravaan Desg
1 Penenmaan pembiayaan
a  Semula Rp 1.372.075.712,09
b Bertambah (berkurang) Rp__ _0.00
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 1.372.075712,09
2 2 Pengeluaran pembiayaan
2 Semula Rp 1.372.075.712,09
b Bcrtumbnh/(bcrkumng) Rp 0,00
Selisth Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp 1.372.075.712,09
Pasal 11
Peratur

an desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar _SC_tiilp orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Pcraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
pada ;aqu}?katober 2020

i

GUSTARSIURAH A¥BMRALIPUTR A, SH.
, a
“BeAPA MUDA

NIP. 19790806 201001 1 013

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 13
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KEPATA DESA PUNGGUT,
KRABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNGGUL

s
0

bahwa adanya- pengurangan atau rasionalisasi anggaran dan untuk tertib

administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan dan

dapat dipertanggurnig jawabkan periu diadakan perubahian APB Desa;

b. bahwa sesuai Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Badan
Permusyawaratan Desa Punggul Nomor 12 Tanggal 15 Oktober 2020
Prihal Kesepakatan Perubahan Penggunaan sumber Dana Desa pada
Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tk.IT dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
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S Peraturan Menten Dalam Never Repubbk Indonesia Momor 20 Tahan 2016
teatang Pengelolaan Kenanpan Desa (Berite Negarn Repubhb Todor
Fahun 2018 Nomor o11),

6 Peraturan Mentent Desa, Pembangunan Dacrah Teunppal,
Fransmgrast Repubhk Indonesta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Priositas
penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Nepara Republik Indon:
Tahun 2019 Nomor 1012),

Jall

7 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor
9)

8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 MNomor 30)

9. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa  Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIMDesa) Punggul Periode 2014-
2020,

10. Peraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2019 Nomor
16);

1. Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul
Tahun 2020 Nomor 03);

12 Peraturan Desa Punggul Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun
2020 Nomor 09);

13. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Punggul
Tahun 2020 Nomor 04);

14. Peraturan Desa Punggul Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Dua
Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan
KEPALA DESA PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menctapkan  : PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR
17 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp 11.906.717.235,00 (sebelas milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh

5.106.322.565,00 (lima milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu
lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 6.800.394.670,00 (
enam milyar delapan ratus juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus
tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
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4 Semula

b Tertambah g berhumang

( I
Famlah pondapatan sctetaly potubahiom f
Relama desa
A Semula Rp VA DT78 790 947 (4
b Bertambah (herkurang) Rp (5106172 865
Iamlah belanya <erelah perabahan p 177 470 /
Surphus (Defisi) setelah perubahian Rp (1372075712 19)

3 Pembiayaan Desa

31 Penernimaan pembravaan
a Semula Rp 1.372.075712.09
b Bertambah/(berkurang Ry 0,00
Jumlah penerimaan sulgl.\h perubahan Rp 1.372.075.712 09

3 2.Pengeluaran pembiayaan
A Semula Rp 1.372.075.712,09
b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp 1.372.075.712,09

Pasal 11
Peratur

an desa ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

n + ver D . e~y N -
gar S“““P orang dapat mcngetahui, memcrintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa Punggul.

X pkan di Punggul
1 ag al 15 Oktober 2020

W~
“PENATA MUDA
NIP. 19790806 2061001 1 613
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PERBEKEL PUNGOU
RABUPATEEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 18 TAHUN 2020

FIENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DIESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang : a. bahwa Angearan  Pendapatan  dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka  dan bertanggung jawab  untuk scebesar-besarnya
Kemakmuran masyarakat Desa;

h. bahwa berdasarkan Keputnsan Bupati Badung Nomor 38
/062 JHK /2020 tentang Penetapan Hasil Bvaluasi Peraturan
Desa: Punggul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;

¢. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Punggul Nomor 13 Talun 2020 tentang Perselujuan
BPD  Desa  Punggul terhadap Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;

[u—

Mengingat Undang-Undang  Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1l dalam Wilavah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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b Pevatiran Meotery Dalam Nepe it Mo
tentang hewanmnpnn Dean (Mevitae Negaoa Bepubiib Brder
Fahvgny 201600 Nome 1017)

Pevaturan NMenterr Dol Nepeoi Nomor 20 Tabige 2001
tentang Penpgelolnng Kevnnpan Desa (Deritn Negarn il
Indonesia Tahon 2008 Nomor 61 1),

O Perattoan Menten Dewn, Fetabangunan Dacrahe Terbingpgd
dan I‘u.m-.nn,:n.lr.x Nomor 1.3 Tabiun 2020 tentang Poorttas
Penppunaan Dana Desa Tahun 2021 (Herit Negarn Fepublil

Indonesia Tahan 2020 Nomor 10 15);

Peraturan Bupatt Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Helanja
Desa Tahun 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun
2020 Nomor 78 );

8. Peraturan  Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang

atas Peraturan Desn Punggul Nomor 01 Tahun

Perubahan
a Menengah Desa

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangk
(RPIMDesa) Punggul Periode 2014-2020:
12 Tahun 2020 tentang

9. Peraturan Desa Punggul Nomor
in Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembars
Funggul Tahiun 2020 Nowor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan

PERBEKEL PUNGGUL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahiun Anggaran 2021

dengan perincian sebagai berikut:
Rp. 6.885.276.078,00

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa Rp. 7.762.510.526,67
Surplus/Defisit Rp. (877.234.448,67)
3. Pembiayaan Desa
Rp. 877.234.448,67

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp. 877.234.448.,67
Rp. 0,00
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Panal 2

Ulransary letnh fanngud
i i dimaksud  dalan Pasal
Lampiran  vang  merupakan bagian tidal

Peraturan [Desa

PP ST
\tiprpriran Peovddapntan ooy Xy

terpianh

Pasal 3

Lanpiran sel

Dagaimana ditnaksud dalam Pasal 2 memual
APPI3 Desa,

Pasal 4
Perbekel menctapkan DPeraturan DPerbekel
Pendapatan dan Belanja Desa
operasional pelaksanaan APBDesa.

tentang Penjabaran
Anggaran

sebagai landasan

Pasal 5

(1) Petnerintahh Desa  dapal nelaksanakan  Kegialan  untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesalk.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
{3) Permmerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana
i memenuill Kriteria:
/ a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
20 pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,;

‘ b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan

e. berskala lokal Desa.

dimaksud pada ayat(l) harus

Pasal 0
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakuk
antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.
Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran

APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.
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Diundangkan di Punggul
pada tanggal 30 Desember 2020

I LANANG OKA
PUNGGUL TAHUN 2020 NOMOR 18
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